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Perihal -~ : Surat Edaran Direktur Jenderal Kepada :
Perhubungan Darat tentang

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Kepala Balai Pengelolaan
Transportasi Darat (BPTD);
4. Pimpinan Badan Usaha
Pencetak dan Distributor Buku
Uji, Tanda Uji dan Tanda
Samping Kendaraan Bermotor;,

Perubahan Penggunaan Bukti Lulus
Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda
Samping  Kendaraan  Bermotor
Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji.

di

INDONESIA

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diatur bahwa setiap kendaraan
bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan
pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.

2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal —Perhubungan Darat Nomor:
2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti
Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan terkait penggunaan
bukti lulus uji berkala bahwa perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan
Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji Dan Tanda Uji, dilakukan
secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

3. Mengingat masih terdapatnya beberapa Pemerintah Daerah yang masih memerlukan
persiapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk
penyediaan sarana, prasarana, dan penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk
Kartu Uji dan Tanda Uji serta penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan Uji
Berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor,
diperlukan penyesuaian batas akhir waktu perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, yaitu semula tanggal 31
Desember 2018 menjadi tanggal 31 Desember 2019.



4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan penyesuaian
penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda
Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji,
terlampir disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang
Perubahan Penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan
Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, untuk dij adikan sebagai pedoman.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan
Darat.
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SURAT EDARAN

NOMOR : SE.1/AJ.502/DRJD/2019
TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN BUKTI LULUS UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR BERUPA BUKU UJI, TANDA UJI, DAN TANDA SAMPING
KENDARAAN BERMOTOR MENJADI KARTU UJI DAN TANDA UJI

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diatur beberapa hal
sebagai berikut:

a. Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus
pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

b. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, diberikan dalam bentuk Kartu
Uji dan Tanda Uji.

2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: 2922 /AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang
Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur
ketentuan terkait penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala bahwa perubahan
penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor
menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, dilakukan secara bertahap sampai dengan
tanggal 31 Desember 2018.

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat masih terdapatnya beberapa
Pemerintah Daerah yang masih memerlukan persiapan perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah (APBD) untuk penyediaan sarana, prasarana, dan
penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji serta
penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan
penyesuaian batas akhir waktu perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala



Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji yaitu semula tanggal 31
Desember 2018 menjadi tanggal 31 Desember 2019, sehingga:

a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan telah
siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan
Tanda Uji segera menerapkan perubahan terscbut pada kesempatan pertama;

b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi namun
belum siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji
dan Tanda Uji dapat tetap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam
bentuk Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor hingga
tanggal 31 Desember 2019.

4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat (BPTD) untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan perubahan
penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor
menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5 Surat Edaran ini tidak berlaku bagi Badan Usaha Pencetak dan Distributor Buku
Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang telah mendapat
penetapan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk memperpanjang
masa penetapannya.

6. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
' NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala B,(a'.’:gian Hukum dan
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